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ABSTRAK

Pemerintah Israsel pada tanggal 17 Desember 1982,
telah melskukan pengusiran terhadap sejumlah warga Pa-
lestins dari daerah pendudukan, Tindakan ini banyak me-
ngundang resksi dari dunis internasional, dan dunia me-
nganggap hal tersebut adalah sebagai pelanggaran baik
terhadap hak azasi manusia maupun norms-norma serta ke-
tentuan-ketentuan hukum internasional.

Dewan Keamanan PBB sebagai orgasn utama PBB yang
mempunyai tujuan dan tanggung jawab utama untuk memeli-
hars perdamaian dan keamanan internasional, segera meng-
ambil tindakan dalam upayanya untuk menyelesaikan perti-
kaian diantara kedua belah pihak tersebut.

Tindakan tersebut berups suatu keputusan atau re-
solusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan berdasarkan
kekuasaan dan wewenang yang ada padanya sesuai dengan
ketentuan pasal 39 Piagam PBB. Resolusi tersebut dituju-
kan kepada Israel yang berisi suatu tuntutan agar Israel
segera memulangkan seluruh warga Palestina yang diusir-
nya dari daserah pendudukan dengan aman dan selamat.

Namun dalam perkembangan lebih lanjut, ternyata
keputusan tersebut tidsk mendapat tangdapan yang pesitif
dari Isrsel, yvaitu dengan tidak ditaati dan dilaksana-

kannya resolusi tersebut, sehingga resolusi itu tidak



berjalan efektif sesusai dengan spa yang diharapkan.

Terhadap permasalahsn tersebut, maka sSays mengs-
dakan penelitian dengan tujuan untuk mengetahul bagaima-
na penerapan dan pelaksanaan dari resolusi tersebut.
Selain itu, penelitian ini jugs bertujuan untuk mengeta-
hui kebenaran dari teori-teori yang ada, yang dalam hal
ini adalah berdasarkan Piagam PBB dan kebissaan-kebiasa-
an vang ads dan berlaku dalam hukum internasional.

Dalam skripsi ini pendekatan masalah yang diguna-
kan adalah dengan metode pendekatan secara yuridis nor-
matif, karens pembahasan masalah dalam skripsi ini ber-
tolak dari norma-norma dan ketentuan-ketentuan hukum in-
ternasional yang berlaku yang ada kaitannya dengan per-
masalahan yang saya kemukakan.

Adapun dats yang digunakan dalam skripsi ini ada-
lah menggunakan data sekunder, yang dilakukan melalui
studi kepustakasan, yaitu pengumpulsn data yang diperoleh
dari literstur-literatur, mas mediaz cetak dan bacaan-ba-
casn lain vang memuat dan membahas tentang keadaan di
Timur Tengah khususnya daerah pendudukan Israel yang ada
kaitannya dengan masalah yang saya bahas. Selain menggu-
nakan data sekunder, skripsi ini Jjuga menggunakan data
- primer sebagai penunjang, yaitu melalul wawancara yang
saya lskukan pada instansi-instansi dan depsartemen ter-

kait yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas.




Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini saya
lakuksn dengan cara membsca dan mempelajari buku-buku,
media cetak, serta pendapat dari para sarjana ahli hukum
internasional yvang berkaitan dengan masalah yang diba-
has. Dats tersebut kemudisn diklasifikasi secara siste-
mgtis sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Pengolshan data skripsi ini dilakukan dengan
menggunakan metode deduksi, yaitu bermula dari data se-
kunder yvang bersifat umum kemudian diterapkan pﬁda per-
masalahan dengan menggunakan teori-teori yvang telah saya
kemukakan, sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan
vang bersifat khusus sebagai iawaban atss permasalahan
yvang dibahas. Hal ini didssarkan pada analisa secara ku-
alitatif, yaitu dengan cara berfikir yang nalar dan run-
tut dengan menelash sistematika dan konsistensi dari ba-
han-bahan hukum yang berkaitan dengan materi yvang diba-
has.

Selanjutnya, penelitian skripsi ini membutuhkan
waktu yang dibagi dalam beberspsa fase, yaitu

a. Fase pengumpulan data : enam minggu
b. Fase pengolshan data : empat minggu
c. Fase analisa data : delapﬁn minggu

Sedangkan sebagmi pokok hasil penelitian dalam

skripsi ini adalah suatﬁ‘keterbatasan kemampuan dalam

tubuh Dewan Kesmanan dalam menerapkan setiap keputusan-



nya. Hal ini disebabkan adanys batas kewenangan yang te-
lah diatur dalam Piagam PBB. Selain itu, dengan adanys
unsur politis, hal ini dapat mempengaruhi Dewan Keamansan
dalam menerapkan setiap keputusannya, bahkan hal terse-
but dapat menghambat upayanya untuk menyelésaikan suatu
pertikaian yang adsa.

Adapun yvang dimaksud dengan Resolusi Dewan Keama-
nan sdalah suatu keputusan yang dihasilkan dari suatu
rapat atau sidang Dewan Keamanan PBB yang biasanya meru-
pakan suatu keputusan untuk berbuat atau bertindsk, di-
mans keputusan itu diambil berdasarkan pemungutan suara
atau voting.

Resolusi Dewsn Keamanan ini bersifat mengikat,
khususnys bagi negdara yang langsung menjadi ocbyek tujuan
dari resolusi tersebut, dan secara umum juga mengikat
bagi semua snggota PBB lainnya.

Reéolusi Dewan Keasmanan ini dikeluarksn dalam hsal
terjadinya perselisihan atau pertikaian antar negara,
dimana pertikaian tersebut dapat menimbulkan ancaman
terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Demikian
halnya terhadap tindaskan Israel tersebut, Maka Dewan Ke-
amsnan berwenang dan berkewsjiban untuk menangani dan
menyelesaikan pertikaian tersebut.

Berdasarkan kekuasaan dan wewenang vang ada pada-

nya, maka Dewan Keamanan telah mengeluarkan resolusinys



untuk menvelessiksn senghketa antara Israel dan Palestina
secara damai, tetapi hal ini tidak mendapat tanggdapan
yang positif dari Isrsel. Sehingga pelaksanan resolusi
tersebut tidak dapat berlaku efektif seperti spa vang
diharapkan.

Akhirnys dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pe-
nerapan dan pelaksanaan Resolusi DK PBB Nomor 789 terha-
dap Isrsel tidak dapat berjslan dengan efektif, hal ini
disebabkan adanya batas-batas kemampuan yang dimiliki
oleh Dewan Keamanan dalamn menerapkan dan melaksanakan

setiap keputusannysa.



